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P U T U S A N 

Nomor 429/Pdt.G/2022/PA.Mpw 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Pemohon, NIK xxx umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

Karyawan Xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Penggugat; 

melawan 

Termohon, NIK xxx umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Karyawan Xxx, tempat kediaman di xxx sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di 

muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 

telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 429/Pdt.G/2022/PA.Mpw, 

tanggal 28 November 2022,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus 

janda dan memiliki 3 (tiga) orang anak dengan suami yang sebelumya;  

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxx, tanggal 

28 Januari 2022;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, 

sampai berpisah;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;  

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2022 rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan 

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di 

sebabkan: 

5.1.Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan 

nafkah kepada Penggugat dan terpaksa Penggugat yang harus 

mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;  

5.2. Tergugat tidak mau sholat walaupun sudah di nasehati Penggugat;  

5.3.Tergugat tidak mau bertanggung jawab kepada anak bawaan 

Penggugat dalam masalah nafkah dan antar jemput anak sekolah;  

6.  Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat 

mengucapkan cerai kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut sejak 25 Mei 2022 

sampai sekarang;  

7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang 

berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada 

Penggugat;  

8. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan 

pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak 

keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;  

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan 

rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon  kepada 

Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut :  

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

Disclaimer
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Termohon) terhadap 

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex 

aequo et bono);   

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan  

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxx Tanggal 28 Januari 2022, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx, alat bukti tersebut telah 

bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah 

dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P; 

B. Saksi : 

1. Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus 

rumah tangga, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah teman dekat 

Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada 

pokoknya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

adalah sebagai suami istri menikah bulan Januari 2022, saat menikah 

berstatus janda dan telah mempunyai tiga orang anak dengan suami 

sebelumnya;  

-  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat dan selama menikah belum dikaruniai 

anak;  

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tiga bulan setelah menikah;  

-  Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat karena malas bekerja sehingga tidak dapat 

mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat, dan 

Tergugat hanya berdiam di rumah makan dan tidur;  

-  Bahwa penyebab lainnya Tergugat tidak mau peduli dengan anak- 

anak Penggugat dari suami sebelumnya;  

-  Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara 

Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya penuturan Penggugat 

sendiri; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat 

karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;  

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak 

pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah untuk 

Penggugat ;  

Disclaimer
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- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, 

pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena 

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;  

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, 

tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  

2. Xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus 

rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah  teman dekat 

Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada 

pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

adalah sebagai suami istri menikah bulan Januari 2022, saat menikah 

berstatus janda dan telah mempunyai tiga orang anak dengan suami 

sebelumnya;  

-  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat dan selama menikah belum dikaruniai 

anak;  

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tiga bulan setelah menikah;  

-  Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat karena malas bekerja sehingga tidak dapat 

mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat, dan 

Tergugat hanya berdiam di rumah makan dan tidur;  

-  Bahwa penyebab lainnya Tergugat tidak mau peduli dengan anak 

-anak Penggugat dari suami sebelumnya;  

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendnegar sendiri antara 

Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya penuturan sendiri dari 

Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 

bulan Mei 2022 sampai sekarang;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat 

karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;  

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak 

pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah untuk 

Penggugat ;  

- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, 

pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena 

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;  

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, 

tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada 

gugatan semula dan mohon putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang 

Pengadilan Agama Mempawah, karena Penggugat dan Tergugat beragama 

Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pern ikahan di Kantor Urusan 

Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Mempawah Kelas I B, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima 

karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat  telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat  dan 

Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal 

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yan telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019  jo. Pasal 73 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang  diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 

dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama; 

 Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa 

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, 

namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka 

Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam 

upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 

2016; 

 Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019   

jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg, 

Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali 

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka 

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;  
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat alat bukti 

tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal 

mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a 

dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan 

ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan 

berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P harus dinyatakan terbukti 

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang 

sah; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatan 

perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan 

suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara 

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan 

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

 Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, masing-masing di bawah 

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, 

didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, 

maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti 

mengingat pasal 308 R.Bg.; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi 

tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh 

fakta sebagai berikut : 
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− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 

tanggal 28 Januari 2022, dan belum dikaruniai anak.; 

− Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 

dan harmonis, akan tetapi sejak tiga bulan setelah menikah keadaan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat karena kurang bertanggung jawab terhadap keluarga; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022, 

sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah 

Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat; 

− Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat 

tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan 

satu sama lain; 

− Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin 

untuk dirukunkan; 

 Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 

237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang 

suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak 

lagi hidup  bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun 

sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan 

suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta 

yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Hakim berpendapat 

bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan 

dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar 

tweespalt) karena  rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah 

(breakdown marriage), sehingga  tujuan pernikahan untuk membina keluarga 

sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019   jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

telah tidak terwujud; 

 Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah 

tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya 

akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan 

memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap 

rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam 

mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari 

mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang 

berbunyi sebagai berikut : 

جلب  سد  مقدم  علىدرأ  المفا المصالح   

Artinya : Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan 

kemaslahatan. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah 

terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar’i yang diambil alih 

sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :   

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam  kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu 

juz VII halaman 527  yang berbunyi : 

 

Artinya : Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya 

kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya 

persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan 

perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana. 

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam  kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu 

juz VII halaman 527  yang berbunyi : 

بائــن  طــلاق  للشقــاق  القـاضي  يوقعــه   الــذي  الطــلاق  
Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah 

talak bain. 

3. Pendapat  Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu 

Al-Maram yang berbunyi : 
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طلقة  القاضى  عليه  طلق  لزوجها  الزوجة  رغبة  عدم  اشتد  واذا  
Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka 

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat 

dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; 

 Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang 

(ta’azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat 

beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)  

R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan 

tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; 

 Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da al-dukhul), antara Penggugat 

dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap 

Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, 

dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, 

talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang 

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;  

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus 

dinyatakan dikesampingkan; 

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan 

lain serta hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan tidak hadir; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 429/Pdt.G/2022/PA.Mpw 
 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat,) terhadap 

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan kepada pneggugat untk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang 

dilangsungkan pada Senin, 12 Desember 2022  Masehi, bertepatan dengan 

tanggal  18 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh Achmad Syauqi, S.H.I., sebagai 

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari itu juga, oleh Achmad Syauqi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dan 

dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

Panitera Pengganti 

 

 

 

Khairunnisa, S.Ag 

Hakim Tunggal, 

 

 

 

Achmad Syauqi, S.H.I. 

 

 

   

 Rincian Biaya Perkara: 

1. PNBP    

 C. Pendaftaran 
D. Panggilan Pertama P dan T 
E. Redaksi 

F. Pemberitahuan isi Putusan 
 

: 
: 
: 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

  30.000,00 
  20.000,00 
  10.000,00 

  10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,00 
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3. Panggilan : Rp.  475.000,00 

4. 

5.  

Meterai 
 

Pembertahuan putusan  

 
:  

Rp 
Rp 

  10.000,00 
 175.000,00 

  : .       

 Jumlah : Rp.  780.000,00 
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